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KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya,
sehingga laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023 dapat disusun sebagai bagian
dari upaya Mewujudkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini disusun
berdasarkan pada Peraturan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good

Govermance).

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil
analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan palaporan ini adalah untuk memberikan informasi
kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai serta
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya. Laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan
informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang secara partisipatif baik langsung
atau tidak langsung akan ikut memantau serta memetik hasil dari kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara menyeluruh.

Akhirnya, kita berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini dapat
bermanfaat, khususnya dalam meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan

datang.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah merupakan kewajiban petanggung
jawaban Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap keberhasilan atau
kegagalan capaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan
Penetapan Kinerja (Penja) Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
Anggaran 2023. Lembaran ini menjelaskan pengukuran dan analisis dari capaian

kinerja Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023 merupakan
wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari tahapan pelaksanaan Rencana
Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 melalui
Rencana Kinerja Tahun 2023. Program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana
kerja tahunan dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan

dalam sasaran strategis.

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan sasaran sebagai
berikut :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah;

2. Meningkatnya penatausahaan Barang Milik Daerah;

Untuk melaksanakan sasaran yang ditetapkan tersebut telah dirumuskan
Tujuan dan Sasaran. Dalam tahun 2023, telah dirumuskan berbagai Tujuan dan
Sasaran Strategis berikut indikator kinerjanya. Pencapaian Tujuan tercermin pada
capaian indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) dari seluruh
program/kegiatan yang dilaksanakan pemerintah maupun partisipasi dari

masyarakat Kabupaten Kuantan singingi.

Untuk mendukung pencapaian kinerja BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi,
pengukuran kinerja juga mencakup pengukuran tingkat capaian sasaran strategis
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2023 yang
menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) dari
program/kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023. Rata-rata capaian kinerja

berdasarkan capaian indikator sasaran adalah sebesar 100% sementara realiasasi



keuangan mencapai sebesar 99,01%. Program yang mendukung pelaksanaan kegiatan
BPKAD pada tahun 2023 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan
Barang Milik Daerah. Dengan Anggaran adalah sebesar Rp. 285.485.083.749,00 dengan
Realisasi Anggaran sebesar Rp. 282.660.304.865,00 atau sebesar 99,01%.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu
kewajiban Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah atas Penggunaan Anggaran. Dengan
demikian maka dalam penyusunan Laporan Kinerja dipaparkan pengukuran Kinerja dan
Evaluasi serta Pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi tentang uraian
singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian
Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analis Pencapaian
kinerja. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan
semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimasi sehingga penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) ini juga dimaksudkan sebagai salah satu
wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam rangka mewujudkan good
government, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu

peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi.

Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam
pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam pelayanan ini, diperlukan reviu dan evaluasi
kenerja yang dilakukan untuk mengetaui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang
digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian [control] sebagai bagian penting dalam
manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Tujuan

tersebut dapat dilihat dalam rencana strategis (Renstra) organisasi, Rencana Kinerja



Tahunan, dan Perjanjian Kinerja, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJDM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kuantan Singingi. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintahan Kabupaten
Kuantan Singingi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan
yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan LkjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka mencapai tujuan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan tujuan dari pelaporan kinerja adalah evaluasi terhadap pencapaian kinerja
dengan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja
yang telah diberikan dan seharusnya tercapai, dan sebagai upaya perbaikan yang
berkesinambungan bagi instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam

mencapai tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang
dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan
dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi, sesuai dengan amanat yang terkandung didalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenKuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan susunan perangkat daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45
Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan dan Perubahan



Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari :

I. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
[l. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum;

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

lll. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Evaluasi Anggaran;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari:
1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
2. Sub Bidang Belanja Daerah;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
V. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi;
2. Sub Bidang Analisa Data;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
VI. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
1. Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset;
2. Sub Bidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset;

3. Kelompok Fungsional.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi
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Sumber Daya Manusia yang disingkat SDM merupakan factor sentral dan strategis dalam
suatu organisasi. SDM dalam sesbuah Organisasi adalah penggerak organisasi tersebut.
Demikian pula dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi untuk melaksanakan tugas dan fungsi perlu didukung oelh Sumber Daya Manusia
yang memadai, professional dan handal. Berdasarkan daftar urut kepangkatan Badan
Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi didukung dengan 60
orang pegawai negei sipil, dengan perincian sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan /Eselon
Tabel 1.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan

Tahun 2023
NO Jabatan/Eselon Jumlah %
1
1 Eselon Il 1,7
2 Eselon llI 5 8,3
3 Eselon IV 9 15
4 Fungsional Perencana 1 2
Fungsional Analis Keuangan Pusat dan
5 Daerah 5 8,3
7 Fungsional Umum
37 65
Jumlah 60 100

Sumber : Bagian umum BPKAD Tahun 2023

Secara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerh

Kabupaten Kuantan Singingi menurut jabatan/eselon dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 1.2

Keadaan PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jabatan

Tahun 2023
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Sumberdata : Daftar Urut Kepangkatan BPKAD Tahun 2022

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji

Tabel 1.2.
Keadaan PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Menurut Golongan Ruang Gaiji
Tahun 2022
No Golongan Ruang Gaji Jumlah %
1 Golongan IV 2 3
2 Golongan lll 49 82
3 Golongan Il 9 15
4 Golongan | i

Jumlah 60 100

Sumberdata : Daftar Urut Kepangkatan BPKAD Tahun 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.2. diketahui bahwa Pegawai Negeri Sipil di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi didominasi oleh

golongan Ill, berjumlah 49 orang atau 8,3%, sedang golongan ruang gaji terkecil golongan I
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yang berjumlah 9 orang atau 15 %. Secara sederhana kondisi pegawai negeri sipil menurut

golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.

Gambar 1.3
Berdasarkan Tingkat Golongan PNS
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Sumber Data : Bagian Umum BPKAD 2023

c. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidika Formal

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Formal PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2023
No TINGKAT PENDIDIKAN Jumlah %
1 Sarjana Strata Il ( S.2) 9 15.0
2 Sarjana Strata | (S.1) Diploma IV 41 683
3 Diploma lll/Sarjana Muda 3) 8,3
4 SLTA Sederajat 5 8
5 SMP Sederajat -
Jumlah 60 100

Sumber Data : Bagian Umum BPKAD 2023



Dari data tabel 1.3. diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil dilingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi , didominasi oleh
tingkat pendidikan Sarjana Strata S | (S.1) yang berjumlah 41 Orang atau 86,3%,
sedangkan pendidikan Sajana Strata S2 berjumlah 9 orang atau 15%. Dapat lihat pada gambar
berikut ini: Gambar 1.4.

Tingkat Pendidikan Formal PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi
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Sumber Data : Bagian Umum BPKAD 2023

Tabel 1.5
Keadaan PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2023

No JENIS KELAMIN Jumlah %
1 Laki-Laki 30 50
2 Perempuan 30 50

Jumlah 60 100

Sumber Data : Bagian Umum BPKAD 2023




Gambar 1.5
Keadaan PNS BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2023

Sumber Data : Bagian Umum BPKAD 2023

1.4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 dan Perubahan Peraturan Bupati
Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata
kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala badan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi
lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Kepala



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai
fungsi :

1. KepalaBadan

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan,
pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, hubungan
masyarakat, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan tata usaha, pengelolaan
barang milik daerah;

b. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di
bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

c. pelaksanaan koordinasi urusan keuangan pada Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah.

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum

Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :
a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sub bagian Umum;

b. Membagitugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan Subbagian Umum;

c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Subbagian Umum;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
e. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
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f.

Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta
jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;

Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
Menyelenggarakan urusan kehumasan;

Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;

Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta
melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban

kantor;
Melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga;
Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;

Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan
pemindah tanganan barang milik negara;

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada subbagian umum; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

(1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian,
memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

)

Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

a.

© oo o

Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran;

Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang anggaran;
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang anggaran;

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran

Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas :

a.

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penyusunan
Anggaran;
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Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan
di lingkungan Subbidang Penyusunan Anggaran;

Melaksanakan inventarisasi data dan informasi penyusunan bidang penyusunan
anggaran;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penyusunan anggaran;
Melaksanakan review atas usulan rencana kerja dan anggaran dan rancangan DPA-
SKPD/SKPKD;

Meneliti dan mengevaluasi rancangan anggaran kas pendapatan dan belanja

langsung SKPD/SKPKD;

Melaksanakan penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah, nota
keuangan dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah/perubahan APBD;
Menyelenggarakan sistem teknologi informasi lingkup anggaran daerabh;

Melakukan pengawasan dan evaluasi kegiatan pada sub bidang penyusunan
anggaran;

Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas pokok Sub bidang penyusunan anggaran;

Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub bidang penyusunan anggaran
berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagia bahan penyempurnaannya;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala bidang anggaran
daerah secara periodik sebagai bahan penyempurnaannya;

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada Subbidang Penyusunan Anggaran; dan
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran

Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas :

a.

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengendalian
Anggaran;

. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan

di lingkungan Subbidang Pengendalian Anggaran;
Melaksanakan inventarisasi data dan informasi penyusunan bidang pengendalian
anggaran;

. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian anggaran;
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. Menyelenggarakan pengendalian APBD dan APBD-P sesuai dengan ukuran,

kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Menyiapkan bahan dokumen pengesahan dokumen pelaksana anggaran dan
dokumen perubahan pelaksana anggaran;

. Menyiapkan dan menyusun pergeseran anggaran pendapatan dan belanja langsung;

. Menyiapkan bahan dan analisis usulan revisi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)

dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L);

Mendokumentasikan sistem evaluasi penganggaran serta transaksi dan kejadian
penting kegiatan APBD dan APBD-P;

Mengumpulkan bahan dan sumber data APBD sebagai dasar pengendalian terhadap
APBD dan APBD-P;

Melakukan evaluasi kegiatan pada Subbidang Pengendalian anggaran;

Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas sub bidang pengendalian anggaran;

.Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Subbidang pengendalian anggaran

berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan;

. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang anggaran daerah secara

periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan

pada Subbidang Pengendalian Anggaran; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
bidang perbendaharaan dan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

Perumusan kebijakan teknis dibidang perbendaharaan dan kas daerah;

Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang perbendaharaan dan kas
daerah;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perbendaharaan dan kas daerabh;

13



Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang
perbendaharaan dan kas daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah

Kepala Subbidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas :

a.

2 T o >

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengelolaan
Kas Daerah;

Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;

Melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pengelolaan kas daerah;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kas daerah;
Mengkoordinasikan realisasi penerimaan dana perimbangan, dana bagi hasil dan

lain-lain pendapatan daerah yang sabh;

Memberikan petunjuk teknis setoran penerimaan kas daerah dari SKPD penghasil;
Pemantauan perkembangan kas dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan,
dan belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan;

Menganalisa dan mengevaluasi serta pelaporan penyelenggaraan dana
perimbangan dan dana bagi hasil;

Melaksanakan pembayaran kewajiban pemerintah daerah atas beban rekening
umum kas daerah;

Menyelenggarakan buku kas umum bendahara umum daerah dan buku pembantu
yang diperlukan;

Melaksanakan verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban fungsional dan
rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan
pemotongan atas SP2D dengan rekening koran;

Melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyimpanan uang daerah;

. Melaksanakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum

daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi
jangka pendek;

Melakukan verifikasi penerimaan dan pengeluaran kas SKPD;

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan utang dan piutang daerah;

Melakukan penyiapan bahan penagihan piutang daerah;

Menyiapkan anggaran kas dan menerbitkan SPD sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
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Menetapkan besaran uang persediaan masing-masing SKPD ;

Melaksanakan pengelolaan kas non anggaran;

Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;

Menerbitkan Keputusan Bupati tentang pembukaan rekening bendahara SKPD;

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada Subbidang Pengelolaan Kas Daerah; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang Belanja Daerah

Kepala Subbidang Belanja Daerah mempunyai tugas :

a.

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Belanja
Daerah;

. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan

di lingkungan Subbidang Belanja Daerah;
Melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang belanja daerah;

. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang belanja daerah;
. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan

bidang belanja daerah;
Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria
belanja Daerah;

. Melakukan proses perhitungan gaji dan pengujian kelengkapan administrasi gaji dan

tunjangan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;

. Melakukan penelitian dan pengujian surat perintah membayar (SPM) belanja tidak

langsung dan belanja langsung;
Memproses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja tidak langsung
dan belanja langsung;

. Menyiapkan data dan mencatat pembayaran gaji PNS pada kartu gaji pegawai

perorangan dan kartu induk gaji;

Memproses penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji
PNS;

Melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang belanja dan
pembiayaan;

. Melakukan pendataan hasil kerja penyelenggaraan perbendaharaan dan gaji;
. Melakukan pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan dan

perkembangan kas ;

. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
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p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan
pada Subbidang Belanja Daerah; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian,
memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang akuntansi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang
Akuntansi menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi;

b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang akuntansi;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang akuntansi;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntansi;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.

Kepala Subbidang Analisa Data

Kepala Subbidang Analisa Data mempunyai tugas :

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang analisa data;

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan subbidang analisa data;

c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi subbidang analisa data;

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang analisa data;

e. Melaksanakan pengolahan, analisa dan pemeriksaan pertanggungjawaban

administrasi penggunaan anggaran dari skpd;

f. Melaksanakan pembuatan kartu pengawasan (kp) atas spm yang diajukan oleh
pengguna anggaran.

g. Memeriksa dan menghimpun laporan realisasi anggaran setiap satuan kerja.

h. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran pada skpd dalam rangka rekonsiliasi pengeluaran.

i. Melaksanakan penyiapan data dan informasi laporan keuangan daerah ;

j- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada subbidang analisa data; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Kepala Subbidang Pelaporan

Kepala Subbidang Pelaporan mempunyai tugas :

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang pelaporan;
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan subbidang pelaporan;

Melaksanakan inventarisasi data dan informasi subbidang pelaporan;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang pelaporan;

Menyusun kebijakan akuntansi;

~ o a0

Melakukan rekonsiliasi laporan penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD;

Menyusun laporan realisasi APBD semester dan prognosis 6 (enam) bulan

«

berikutnya;

h. Menyusun laporan realisasi APBD tahunan;

i. Menyiapkan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;

j- Menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD;

k. Menyajikan sistem informasi keuangan daerah pemerintah provinsi;

|.  Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan BLUD;

m. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada subbidang pelaporan; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan

dalam  melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

bidang pengelolaan asset daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang

Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan aset daerah;

b. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang pengelolaan aset daerah;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan aset daerabh;

d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang
pengelolaan aset daerah;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
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Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset

Kepala Subbidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas :

a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada subbidang inventarisasi
dan pemanfaatan pset;

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan subbidang inventarisasi dan pemanfaatan aset;

c. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi subbidang inventarisasi dan
pemanfaatan aset;

d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang inventarisasi dan
pemanfaatan aset;

e. Melaksanakan kegiatan bidang pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara

yang dikuasai oleh pemerintah daerabh;

f.  Melaksanakan pengelolaan pemanfaatan gedung perkantoran pemerintah;

g. Melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan penatausahaan inventarisasi dan
pemanfaatan barang milik daerah/aset;

h. Melaksanakan administrasi dan akuntasi barang milik daerah/aset;

i. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, serta pengendalian aset daerah;

j-  Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka
penyelenggaraan tugas dan fungsi;

k. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;

. Melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan barang milik daerah/aset;

m. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi unit kerja terkait dalam pemanfaatan barang
milik daerah/aset;

n. Melaksanakan proses pemberian izin penggunaan aset daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

0. Melaksanakan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya;

p. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja
sesuai dengan bidang inventaris dan pemanfaatan barang milik daerah/aset;

g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Subbidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset; dan
r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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Kepala Subbidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset

Kepala Subbidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset mempunyai
tugas:

Merencanakan  program/kegiatan dan penganggaran pada  Subbidang
Pengendalian dan Perubahan Status Aset;

Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas
bawahan di lingkungan Subbidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset;
Melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang pengendalian dan
perubahan status aset;

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis subbidang pengendalian dan

perubahan status aset;

Melaksanakan penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah;

Menghimpun dan mengolah data laporan mutasi aset daerah;

Menyiapkan data sebagai bahan proses perubahan status hukum aset daerabh;
Menyiapkan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah dibidang
pengamanan aset;

Menyusun perumusan kebijakan daerah bidang penatausahaan dan pemeliharaan
aset;

Melaksanakan  pengawasan, pengamanan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan pemeliharaan aset;

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan pemeliharaan dan
pengamanan aset pada perangkat daerah atau unit kerja lainnya;

Melaksanakan proses penunjukan pejabat pengurus dan penyimpan barang milik
daerah;

Melaksanakan  pembinaan, pengawasan dan pengendalian  dibidang
penatausahaan dan pemeliharaan aset;

Mengkoordisikan dan memfasilitasi terhadap kegiatan dibidang penatausahaan dan
pemeliharaan aset;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
penatausahaan dan pemeliharaan aset daerah;

Menghimpun dan mengkoordinasikan rencana kebutuhan pemeliharaan aset
daerah;

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan dibidang perubahan status hukum aset;
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Melaksanakan analisis pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang
milik daerah yang telah disetujui oleh bupati;

Mengkoordinasikan penyelenggaraan, pengelolaan barang milik daerah yang ada
pada masing-masing perangkat daerah;

Menyiapkan bahan administrasi penggunaan, penghapusan dan perubahan status
hukum aset daerah;

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penggunaan aset daerah;

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja sesuai
dengan bidang pengendalian dan perubahan status aset;

Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada Subbidang Pengendalian dan Perubahan Status Aset; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUGAS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pengelompokan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah.

1.

Tugas masing-masing Jabatan Fungsional adalah melaksanakan tugas yang

melekat pada jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Subkoordinator melaksanakan tugas pada bidang yang tidak terakomodir pada tugas

yang melekat pada jabatan fungsional yang bersangkutan.

Subkoordinator kelompok jabatan fungsional Substansi Program, mempunyai tugas:

a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Program;

melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Program;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Program;

mengkoordinasikan penyusunan rencana program;

menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan data produk hukum

daerah di Substansi Program;

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan

dan pengendalian di substansi program;

menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan;

menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Substansi Program;

i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;
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J.  menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Substansi
Program;

k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan pada Substansi program; dan

I.  melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

a. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan,
mempunyai tugas :
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Keuangan;
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Keuangan;
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Keuangan;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan

pengendalian di bidang keuangan;

o

menyiapkan bahan penyajian data dan informasi anggaran keuangan

6. menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Substansi Keuangan;

7. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja
Substansi Keuangan;

8. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan kegiatan pada Substansi Keuangan; dan

9. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi Anggaran,
mempunyai tugas :
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Evaluasi
Anggaran;
Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Substansi Evaluasi anggaran;
Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Substansi Evaluasi Anggaran;

Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis penyusunan anggaran;

a s~ 0N

Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran substansi evaluasi
anggaran berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam

pelaksanaan kegiatan;
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6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok
substansi evaluasi anggaran secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar

pemecahan masalah;

7. Menyiapkan bahan dokumen pengesahan dokumen pelaksana anggaran dan

dokumen perubahan pelaksana anggaran;

8. Menyiapkan bahan dan analisis usulan revisi dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA) dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPA-L);

9. Mendokumentasikan sistem evaluasi penganggaran serta transaksi dan kejadian

penting kegiatan APBD;

10.Mengumpulkan bahan dan sumber data APBD sebagai dasar evaluasi
terhadap APBD dan APBD-P;

11.Melakukan evaluasi kegiatan pada substansi evaluasi anggaran;

12.Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran substansi evaluasi
anggaran berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan

penyempurnaan;

13.Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
kegiatan pada substansi Evaluasi Anggaran; dan

14.Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

c. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Belanja PPKD dan
Penerimaan, mempunyai tugas :
1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada substansi belanja
PPKD dan Penerimaan;
2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada Substansi Belanja PPKD
dan Penerimaan;
3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada Substansi Belanja PPKD
dan Penerimaan;
4. Menyiapkan dan  menganalisa data sebagai bahan perumusan
kebijakan operasional pada substansi belanja PPKD dan penerimaan;
5. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan
pada substansi belanja PPKD dan penerimaan;
6. Mengecek kelengkapan berkas yang masuk dari calon penerima hibah dan
bantuan sosial;
7. Membuat buku register surat masuk untuk hibah dan bantuan sosial,
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8. Memproses penyaluran dana desa, ADD, pajak daerah dan retribusi daerah
untuk desa;

9. Memproses penyaluran belanja tidak terduga;
10. Memproses bantuan keuangan;
11.Menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dana transfer

12.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja

sesuai dengan bidang tugasnya;

13.Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan kegiatan pada Substansi Belanja PPKD dan Penerimaan; dan

14.Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
d. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Akuntansi dan Konsolidasi,
mempunyai tugas :
1. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi Akuntansi
dan Konsolidasi;
2. melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada Substansi Akuntansi dan
Konsolidasi;
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada Substansi Akuntansi
dan Konsolidasi;
4. melaksanakan inventarisasi data dan informasi penyusunan pada substansi
akuntansi dan konsolidasi;
melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran;
melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan SKPD terkait;
menyiapkan laporan konsolidasi penerimaan dan pengeluaran secara periodik;

melakukan koreksi jurnal penerimaan dan pengeluaran;

© ©® N o O

menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD semester;

10.menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD tahunan;

11.menyiapkan administrasi TP-TGR,;

12.melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui
investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;

13.melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dan kegiatan pada Substansi Akuntansi dan Konsolidasi; dan

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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e. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Evaluasi
Aset, mempunyai tugas :

1. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Substansi
Perencanaan dan Evaluasi Aset;

2. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi pada Substansi Perencanaan

dan Evaluasi Aset;

3. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pada substansi Perencanaan
dan Evaluasi Aset;

4. Mengusulkan data pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerabh;
5. Melaksanakan analisis barang rencana kebutuhan barang milik daerah;

6. Melaksanakan analisis rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik

daerah;
7. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

8. Menyusun bahan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik
daerabh;

9. Melaksanakan pembelian /pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud
dan aset tidak berwujud dilingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
10. Melaksanakan administrasi dan akuntansi aset daerah;

11.Menghimpun, meneliti dan menyusun bahan dalam rangka penyusunan rencana
kebutuhan barang unit (RKBU);

12.Mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi dn menyusun laporan
persediaan barang dan laporan hasil pengadaan barang setiap perangkat daerah

per triwulan;

13.Mempersiapkan dan menyusun laporan barang daerah dalam rangka

penyusunan neraca daerah;
14.Menyusun dan menetapkan naskah perjanjian hibah daerah;

15.Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

kegiatan pada Substansi Perencanaan Dan Evaluasi Aset; dan

16.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

24



15.

5 Unit Pelaksanan Teknis Badan

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit
Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

6 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Aspek Strategis Organisasi

Dalam menjalankan peran BPKAD sebagai PPKD/BUD dan Pengelola BMD,
Memiliki Peran strategis sebagai penunjang terwujudnya sasaran Bupati dalam
pencapaian target penyerapan Anggaran, Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
barang milik daerah (BMD), serta pencapaian target kinerja Pencapaian Indeks
Reformasi Birokrasi dan lain-lain. Oleh karena itu BPKAD memiliki tanggung jawab
untuk melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada Organisasi Perangkat
Daerah, sehingga pengelola keuangan dapat terlaksana dengan transparan dan
akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menjalankan tugas Pembinaan
Pengelola Keuangan kepada OPD, Pelaksanaan tugas dimaksud, dilaksanakan melalui
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Monitoring Pelaksanaan Anggaran,
Pelayanan Konsultasi dan lain

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran strategis dalam mendorong
terwujudnya misi ke 2 (dua) Bupati Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Mewujudkan
Manajemen Pemerintahan yang Baik dan Profesional melalui tata kelola Pemerintahan
yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis”, Misi ini diarahkan untuk
Meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang professional dan peningkatan
kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata
keloa kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel dengan di dorong sumber daya
Aparatur yang Profesional, kelembagaan yang tepat fungsi dan aturan, sistem kerja yang
jelas dan terukur, serta Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien untuk

mencapai pelayanan prima.
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1.6.

Permasalahan Utama Organisasi (Strategis Issued)

Dalam menjalankan sebuah organisasi tidak terlepas dari permasalahan-
permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh BPKAD. Pada
tahun 2023 permasalahan yang dihadapi yaitu tidak adanya perubahan anggaran
sehingga mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan namun kinerja untuk kinerja
BPKAD mencapai 100%. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi melakukan telaah terhadap permasalahan-permasalahan yang ada

dan disajikan pada tabel dibawah ini:
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Tabel 1.6

Pemetaan Permasalahan

No Masalah Pokok Permasalahan Akar Masalah
1 2 3 4
1 | Tata Kelolaa Keuangan | Perubahan regulasi | Sistem dan Peraturan yang

dan Aset Daerah

Kabupaten Kuantan

Singingi Belum Optimal

yang berubah dengan
dinamis dan cepat

sering berubah-ubah, sistem
yang ada menjadi tidak
efektif.

Kecepatan dan | Keterbatasan sarana dan
ketepatan layanan | prasarana pada layanan
perbendaharaan dan | perbendaharaan dan
pengelolaan kas | pengelolaan kas daerah
daerah;
Implementasi  Sistem | Belum seluruh tahapan siklus
Informasi Pemerintah | pengelolaan keuangan
Daerah (SIPD) terimplementasi dalam Sistem
Informasi Pemerintah Daerah
(SIPD)
Tuntutan regulasi | Adanya beberapa rekening
penatausahaan belanja yang belum bisa

keuangan daerah yang
mengamanatkan
semua transaksi

daerah menggunakan

untuk menggunakan pola

transaksi non-tunai

pola transaksi

nonTunai.

Belum Optimalnya | Keterbatasan sarana dan
pelayanan prasarana pada layanan

pengelolaan keuangan

dan asset daerah

pengelolaan keuangan dan

asset daerah
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Tidak seimbangnya Peningkatan jumlah pegawai

rasio antara jumlah tidak diiringi dengan
pegawai dengan peningkatan sarana dan
sarana prasarana prasarana

yang tersedia

Pemanfaatan dan | Masih banyak Aset yang
pengamanan aset | belum sesuai peruntukan

barang milik daerah | dan masih adanya aset yang

belum optimal tidak tercatat

Dari pemetaan permasalahan diatas dapat dianalisa isu-isu strategis utama (strategic

issued) yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada saat ini adalah:

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;

2. Sistem informasi pemerintahan keuangan daerah belum optimal;

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan pengelolaan keuangan dan
asset daerah;

4. Pemanfaatan dan pengamanan Aset Barang Milik Daerah belum optimal.
5. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.

6. Adanya beberapa rekening belanja yang belum bisa untuk menggunakan pola transaksi non-
tunai.
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Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi diatas Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kuantan singingi melakukan
beberapa kebijakan antara lain:

1.

Melakukan pendampingan kepada OPD dalam Pengintegriasian Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran,
penatausahaan aset danpertanggungjawaban;

Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sikronisasi dan bimbingan teknis
untuk memotivasi OPD dalam menyusun laporan keuangan supaya data valid, sesuai
standar akutansi pemerintah dan tepat waktu;

Melakukan Koordinasi dengan DPRD;

Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk
RKBMD, dan pendistribusian serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah:
Melakukan peningkatan penatausahaan Keuangan dan Aset Daerabh;

Meningkatkan kompetensi bagi pengurus barang OPD;
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Perencanaan strategis merupakan suatu proses rencana kinerja, rencana kerja dan
anggaran serta perjanjian kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
instansi pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara
keahlian sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap
lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat
penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang
(opportunities) dan tantangan/ kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur
tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi badan misi serta strateqgi
instansi pemerintah. Selain itu, rencana strategis yang LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 disusun merupakan alat kendali

dan tolok ukur bagi manajemen lima tahun dan pembangunan tahunan.

Proses ini mnghasilkan suatu Rencana Strategis dengan memuat arah kebijakan,
strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk mencapai visi dan
misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

1. Visi
Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Berbudaya, Religius, Maju,
Berwawasan, Sejahtera dan Harmonis (KUANTAN SINGINGI NEGERI BERMARWAH)
di Provinsi Riau Tahun 2026”.

Adapun makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas

adalah sebagai berikut:

1. Berbudaya mengandung makna terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang

berlandaskan pada norma, nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur,
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mengedepankan etika dan moral sehingga terbangunnya kehidupan sosial
masyarakat yang bermartabat, berkarakter serta memperhatikan nilai-nilai kearifan

lokal;

2. Religius mengandung makna bahwa terwujudnya masyarakat yang agamis,
masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur keagamaan dan
kepercayaan yang dianut, serta ajaran agama akan mewarnai aktivitas kehidupan
masyarakat serta menjadi pengikat keberagaman dalam seluruh aspek
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, sehingga
menjadi kontrol pembangunan daerah yang melahirkan kehidupan yang selaras,

serasi dan seimbang;

3. Maju mengandung pengertian bahwa pembangunan daerah Kabupaten Kuantan
Singingi dilandasi keinginan bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan
perkembangan masa depan politik, ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur, tata
ruang serta lingkungan hidup yang lebih baik sehingga terwujud akselerasi
pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas
sumberdaya manusia yang memiliki daya saing dan hasil-hasil pembangunan;

4. Berwawasan mengandung makna bahwa pembangunan daerah Kabupaten
Kuantan Singingi adalah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan
kehidupan masyarakat yang berorientasi kepada penguasaan ilmu pengetahuan
serta teknologi informasi, sehingga terwujud birokrasi yang memiliki sumber daya
manusia yang unggul, profesional, memiliki peradaban tinggi, berdaya saing,
berakhlak mulia, berwawasan kedepan serta berorientasi pelayanan publik yang

prima;

5. Sejahtera mengandung makna bahwa penyelenggaraan pembangunan di
Kabupaten Kuantan Singingi adalah mendorong terciptanya kesejahteraan
masyarakat lahir dan bathin, memperoleh rasa aman dalam menjalani kehidupan
sesuai dengan standar hidup yang layak, yang diindikasikan dengan meningkatnya
pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan serta meningkatnya

keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya; dan

6. Harmonis mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan kehidupan masyarakat, perlu didukung dengan kondisi yang

aman, selaras, serasi, seimbang antara semua kompenen masyarakat serta pelaku
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pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, persatuan di tengah
keberagaman masyarakat itu sendiri.

2. Misi

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2026 telah
diwujudkan dalam bentuk Misi. Adapun Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan
memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya

dan bermartabat;

2. Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata

kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis;
3. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing;

4. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui pemanfaaan

potensi sektor unggulan daerah;

5. Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang handal
dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta

lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Defenisi misi sebagai berikut :

a.

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, aman dan
memiliki semangat dan jiwa Batobo dalam lingkup masyarakat yang berbudaya
dan bermartabat

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pembangunan keagaman dan kebudayaan,
melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan,
meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan serta peningkatan pelestarian nilai-
nilai budaya daerah.

Mewujudkan manajemen birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, berwawasan dan demokratis

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan manajemen birokrasi pemerintahan yang
profesional dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki daya saing
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Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki
daya saing, melalui pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender, selain itu
untuk juga meningkatkan produktivitas atau daya saing kepemudaan dan kualitas hidup

perempuan.

Mewujudkan kemandirian ekonomi yang memiliki daya saing melalui
pemanfaaan potensi sektor unggulan daerah;

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui
peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah,
infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan tata ruang.
Mewujudkan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang wilayah yang
handal dan terintegrasi melalui keterpaduan pembangunan kota dan desa serta
lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur melalui
peningkatan konektivitas daerah, infrastruktur permukiman, infrastruktur pemerintah
dan meningkatkan infrastruktur dan konservasi sumber daya alam serta pengelolaan
tata ruang.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2021-2026 yang megacu kepada tugas dan fungsinya, maka Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi akan mendukung Visi dan
Misi Bupati dan Wakil Bupati terutama pada Misi Ke-2, “Mewujudkan manajemen
birokrasi pemerintahan yang profesional melalui tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, berwawasan dan demokratis”.

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian
hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat

dicapai.

Tujuan dalam Renstra diartikan sebagai sesuatu yang diinginkan tercapai dan
merupakan penjabaran dari misi daerah. Tujuan jangka menengah Renstra Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-
2026 adalah sebagai berikut:
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1. Meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah.

a. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah

b. Meningkatnya penatausahaan barang milik daerah yang berkualiatas

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan
yang bias diukur (measurable) yang akan dicapai secara nyata oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam
periode 5(lima) tahun ke depan. Sasaran utama (main goal) Renstra BPKAD
Kabupaten Kuantan Singingi adalah mengacu pada sasaran RPJMD
Kabupaten Kuantan Singingi 2021-2026 Meningkatnya pelaksanaan reformasi
birokrasi. Sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi adalah Meningkatnya kualitas tata kelola
keuangan daerah dan meningkatnya penatausahaan barang milik daerah yang
berkualitas.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasarab Renstra serta Target kinerja tujuan dan

dasasa BPKAD Kabupaten Kuantan Singingi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke
Sasaran
Tujuan Indikator
No Tujuan/Sasaran
2022 2023 2024 2025 2026
Menlngkatkan_ tatg Meningkatnya Ketetapan Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
kelola pemerintahan tata kelola aki Wakt Wakt Wakt Wakt Wak
yang baik, bersih dan keuangan \rl)veneliapan axu axu axu axu axtu
akuntabel APBD
Persentase OPD
dengan dokumen
penatausahaan 100 100 100 100 100
sesuai aturan
Lama Waktu
Penyelenggaraan 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari
penatausahaan
Keuangan
Ketetapan  wakiul Tepat Tepat Tepat | Tepat waktu| Tepat waktu
penyampaian LKPD | waktu waktu waktu
Persentase OPD
yang menyusun 100 100 100 100 100
laporan keuangan
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sesuai aturan

Meningkatnya

Persentase aset yan
penata usahaan yang

dikelola sesuai aturan

Barang Milik 70 75 80 85 90
Daerah yang
berkualitas

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, ditargetkan 2 program pembangunan daerah yang
akan dilaksanakan di tahun 2023 yaitu Program Pengelolaan Keuangan daerah dan Program

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mencapai sasaran yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan mempunyai tujuan dan sasaran serta
target indicator yang ingin dicapai tiap tahun. Sasaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2023 antara OPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ) dengan
Kepala Daerah (Bupati Kuantan Singing). Untuk Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merencanakan target kinerja Tahun 2023
seperti tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatkan Kualitas |Meningkatnya 1. Ketepatan waktu Tepat
Tata Kelola Keuangan |Kualitas Tata penetapan APBD waktu
dan Aset Daerah Kelola Keuangan
Daerah 2. Persentase OPD dalam
Penyusunan Anggaran 100
Sesuai aturan
3. Penyelenggaraan _
penatausahaan sesuai 2 hari
aturan (hari)
4. Persentase belanja
prioritas yang dibayarkan 100
5. Persentase OPD dalam
Penyusunan Laporan 100
Keuangan sesuai aturan
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6. Ketepatan waktu | Tepat
penyampaian LKPD Waktu

Meningkatnya
Penatausahaan
Barang Millk | 1 persentase aset

. yang
Daerah yang dikelola sesuai aturan S
Berkualitas
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sampai dengan akhir Tahun 2023, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok
dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun Anggaran 2023. Analisa capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target
pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang direncanakan
(target) dengan realisasi kinerja untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisa ini
dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan,
sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa yang akan
datang Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kuantan Singingi merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan
masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara
terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan rentang waktu satu tahun
anggaran.

Laporan Kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara
memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk
menjamin adanya peningkatan dalam pelayan publik dan peningkatan akuntabilitas dengan
melakukan Kklarifikasi output dan outcome yang akan dicapai. Untuk mengukur capaian
kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tersebut
dilakukan pengukuran dalam aspek yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan keuangan

dan aset dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Kuantan Singingi.

Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran

ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval nilai realisasi kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91 <100 Sangat Tingggi
2 76 <90 Tinggi
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3 66 <75 Sedang

4 51 <65 Rendah

5 <65 Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator

dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi
target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang : pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan
minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah : pencapaian/realisasi kinerja capaian belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan perjanjian kinerja
tahun 2022, dimana perjanjian kinerja tersebut menyajikan target dan realisasi kinerja yang
dicapai pada tahun berkenaan. Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1.
_ ) ) o Target Realisasi % Capaian
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja
N, j g J 2023 2023 2023
Meningkatkan Meningkatnya 1. Ketepatan
Kualitas Tata Kualitas Tata Kelola waktu
Tepat Tepat
Kelola Keuangan | Keuangan Daerah penetapan 100
L waktu Waktu
dan Aset Daerah APBD

Indikator ini capaiannya 100% karena penyampaian KUA PPAS ke DPRD tepat waktu dan sesuai
dengan ketentuan dalam PP No 12 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan
Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Tabel 3.2

Tui = Strateq indikator Kiner Target Realisasi % Capaian

ujuan asaran Strategis ndikator Kinerja

No. 2023 2023 2023
Meningkatkan Meningkatnya Persentase OPD
Kualitas Tata Kualitas Tata Kelola galam

enyusunan 100 100
2. Kelola Keuangan | Keuangan Daerah Anggaran Sesuai 100

dan Aset Daerah aturan

Capaian Indikator ini 100% karena OPD dalam penyusunan Rencana Anggaran (RKA)
berpedoman pada RKPD tahun berjalan. Dan sesuai dengan Permendagri No. 81 tahun 2022
tentang penyusunan RKPD tahun 2023. Penyusunan Rencana Anggaran sudah melalui Aplikasi
SIPD, berdasarkan Permendagrri No 77 Tahun 2020 tentang teknis Pengelolaan Keuangan
Daerabh.

Tabel 3.3
N Target Realisasi % Capaian

0 Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2023 2023 2023

1 Meningkatkan Meningkatnya 1. Penyelenggaraan
Kualitas Tata Kualitas Tata Kelola

penatausahaan 2 hari 2 hari 100

Kelola Keuangan | Keuangan Daerah sesuai aturan
dan Aset Daerah (hari)

Capaian Indikator ini 100% karena OPD dari pengajuan SPM sampai penerbitan SP2D, SPM dan
SP2D Belanja Pegawai, Belanja Operasi dan Belanja Modal sesuai Permendagri No. 77 tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.4
: _ _ o Target Realisasi % Capaian
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja
No. : g ) 2023 2023 2023

Meningkatkan Meningkatnya Persentase belanja
. . prioritas yang

Kualitas Tata Kualitas Tata Kelola dibayarkan 100 100 100

1 Kelola Keuangan | Keuangan Daerah
dan Aset Daerah

Capaian Indikator ini pembayarannya 100% sesuai dengan pengajuan SPM dari OPD karena
kemampuan keuangan daerah untuk membayar kewajiban yang tercantum dalam APBD sesuai
dengan ketentuan.
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Tabel 3.5

Tui = Strateq indikator Kiner Target Realisasi % Capaian
ujuan asaran Strategis ndikator Kinerja
No. J ’ : 2023 2023 2023
Meningkatkan Meningkatnya Persentase OPD
Kualitas Tata Kualitas Tata Kelola galam
enyusunan 100 100 100
1 Kelola Keuangan | Keuangan Daerah Laporan
dan Aset Daerah Keuangan sesual
aturan

Capaian Indikator ini 100% dikarenakan laporan keuangan OPD telah menggunakan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP), berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Tabel 3.6
Sasaran Realisasi %
dik Target 2023 Capai
No Tujuan Strategis Indikator 2023 gpalan
Kinerja 2023
Meningkatkan Meningkatnya
kualitas tata kualitas tata kelola Ketepatan
waktu Tepat
keuangan dan | keuangan . - -
6 penyampaian waktu
aset daerah daerah
LKPD

Capaian Indikator

ini masih Nihil karena BPKAD masih melakukan penyusunan Laporan

Keuangan.
Tabel 3.7
. ) ) - Target Realisasi % Capaian
Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja
No ’ ’ J 2023 2023 2023
Meningkatnya
1. Persentase aset
Penatausahaan dikelol )
ang dikelola sesuai
L Barang Milik Daerah yang S S 100
) aturan
Yang Berkualitas

Dapat kita lihat pada tabel diatas pada indikator pengelolaan barang milik daerah yang

ditargetkan 75 sementara capaian indikator kinerja 100, ini dikarenakan pengurus barang

OPD/SKPD telah menyampaikan dokumen aset tepat waktu, pengelolaan aset pada masing-

masing OPD/SKPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan

rekonsiliasi aset secara berkala.
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Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa
rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka terwujudnya pengelolan keuangan dan
daerah kabupaten Kuantan Singingi yang berkualitas adalah 100%. Pencapaian rata-rata
indikator kinerja termasuk sangat tinggi. Upaya pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan
melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pengelolaan keuangan

daerah dan program pengelolaan barang milik daerah.

3.1.2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan

Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Pada tahap ini dilakukan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir perbandingan ini bertujuan untuk
melihat sejauh mana keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja yang telah
dilaksanakan untuk dilakukan perbaikan dalam mencapai tujuan dan sasaran
organisasi pada periode yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan data perbandingan

sebagai berikut:

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023

Tabel 3.2.1
No Indikator Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kinerja Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target | Realisasi Capaian
Ketepatan
waktu
Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat :
penetapan i i 100 P P 100 P Tidak Tepat 100
1 Waktu Waktu Waktu | Waktu Waktu Waktu
APBD

Capaian Indikator ini dari tahun 2021 dan 2022, mencapai 100% karena penyampaian
KUA PPAS ke DPRD tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dalam PP No 12
tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan dan Permendagri No 77 Tahun
2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun untuk penetapan APBD
Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan pada tahun 2023 tidak tepat waktu sehingga
indikator ketepatan waktu penetapan APBD tidak tercapai 100%.
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Tabel 3.2.2

Indikator

No Jlkat Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kinerja Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi | Capaian
Persentase
OPD dalam
penyusunan 100 100 100 100 100 100 100 100 100
L Anggararan
sesuai aturan
Capaian Indikator ini dari tahun 2021, 2022, dan 2023 tercapai 100% karena OPD
dalam penyusunan Rencana Anggaran (RKA) berpedoman pada RKPD. Dan sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Penyusunan Rencana Anggaran sudah
melalui Aplikasi SIPD, berdasarkan Permendagrri No 77 Tahun 2020 tentang teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tabel 3.2.3
No Indikator Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kinerja Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi | Capaian
Penyelenggaraan
penatausahan ) ) . . .
1 sesuai aturan 2 hari 2 hari 100 2 hari 2 hari 100 2 hari 2 hari
(hari) 100
Capaian Indikator ini 100% sesuai pengajuan SPM yang diajukan oleh OPD. Dari
pengajuan SPM, baik SPM Belanja Pegawai, Belanja Operasi dan Belanja Modal
sampai penerbitan SP2D 2 hari sesuai Permendagri No. 77 tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tabel 3.2.4
No Indikator Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kinerja Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi | Capaian
Persentase
belanja_ prioritas
L yang dibayarkan| 45 100 100 100 100 100 100 100 100

Capaian Indikator ini pembayarannya 100% sesuai dengan pengajuan SPM dari OPD
karena kemampuan keuangan daerah untuk membayar kewajiban yang tercantum

dalam APBD sesuai dengan ketentuan.
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Tabel 3.2.5

No Indikator Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kinerja Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi | Capaian
Persentase OPD
dalam
Penyusunan
1. Laporan
Keuangan sesuai | 100 100 100 100 100 100 100 100 100
aturan
Capaian Indikator ini 100% dikarenakan laporan keuangan OPD telah menggunakan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Tabel 3.2.6
No Indikator Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kinerja Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi | Capaian
Ketepatan waktu
penyampaian Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
LKPD 100 100
1 Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
Capaian Indikator ini pada tahun 2022 tepat waktu dan capaian 100%, pada tahun
2023 dari target tepat waktu realisasi masih Nihil sehingga capaian belum tercapai
100% dikarena BPKAD masih melakukan penyusunan Laporan Keuangan.
Tabel 3.2.7
No Indikator Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023
Kinerja Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi | Capaian
Persentase aset
yang dikelola 70 70 100 70 80 110 75 80 105
1 sesuai aturan

Capaian Indikator ini pada tahun 2021 targetnya 70% dan realisasi 70% sehingga

capaiannya 100%. Untuk tahun 2022 dari target 75% dan realisasi 80% mengalami

peningkatan. Untuk tahun 2023 pengelolaan aset target indikator dalam dokumen

renstra masih rendah. Disebabkan pengelolaan aset BMD masih terdapat kendala

yaitu penginputan masih manual dan masih terdapat penggunaan asset tidak pada

tempatnya. Masih ada pegawai yang mutasi membawa asset. Untuk tahun 2023

realisasinya meningkat 80% disebabkan penatausahaan aset sudah ada peningkatan

dalam penyusunan penatausahaan BMD (Barang Milik Daerah) OPD/SKPD telah
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menyampaikan Dokumen aset tepat waktu, pengelolaan aset pada masing-masing

OPD/SKPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan rekonsiliasi

aset secara berkala.

3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Renstra

Capaian

kinerja

pada

Badan

Pengelolaan

Keuangan

dan Aset

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi secara umum telah tercapai, capaian ini telah

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan

keuangan dan permendagri nomor 77 Tahun 2020. perbandingan realisasi kinerja

dan target akhir Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah capaian

kinerja pada akhir renstra. Dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi pada

periode yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan data perbandingan sebagai

berikut:

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dengan Target Renstra

BPKAD 2023
Tabel 3.3.1
Tahun 2023 Capaian
. Sasaran Indikator Capai_an Tahun 2022
No. Tujuan Strategis Kinerja Target | Realisasi Capaian Akhir Target
Renstra Akhir
Renstra (%)
Meningkatk | Meningkatny
an kualitas | a kualitas Ketetapa
1 tata tata kelola n waktu Tepat Tepat 100 100 100
keuangan keuangan penetapa | waktu waktu
dan aset daerah n APBD
daerah

Indikator ini capaiannya 100% karena penyampaian KUA PPAS ke DPRD tepat waktu
dan sesuai dengan ketentuan dalam PP No 12 tahun 2019 tentang pedoman
pengelolaan keuangan dan Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Tabel 3.3.2
Tahun 2023 Capaian
. Capaian | Tahun 2022
No. Tujuan SS.taritaergir; lrll(?hkeﬁgr Target | Realisasi Capaian Akhir Target
9 P Renstra Akhir
Renstra (%)
Meningkatk | Meningkatny | Persenta
an kualitas | a se OPD
tata penatausaha | dengan
1 keuangan an .barang dokumen 100 100 100 100 100
dan aset milik daerah | penataus
daerah ahaan
sesuai
aturan

Capaian Indikator ini 100% karena OPD dalam penyusunan Rencana Anggaran
(RKA) berpedoman pada RKPD tahun berjalan. Dan sesuai dengan Permendagri No.
81 tahun 2022 tentang penyusunan RKPD tahun 2023. Penyusunan Rencana
Anggaran sudah melalui Aplikasi SIPD, berdasarkan Permendagrri No 77 Tahun
2020 tentang teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.3.3
Tahun 2023 Capaian
. Capaian | Tahun 2022
c Tujuan ;as?rap IT<qI|kat.or T t | Realisasi Capai Akhir Target
rategis inerja arge ealisasi apaian Renstra Akhir
Renstra (%)
Meningkatk | Meningkatny | Lama
an kualitas | a kualitas waktu
tata tata kelola penyelen
1 | keuangan | keuangan ggaraan | pari 2hari 100 100 100
dan aset daerah penataus
daerah ahaan
keuanga
n

Capaian Indikator ini 100% karena OPD dari

pengajuan SPM sampai penerbitan

SP2D, SPM dan SP2D Belanja Pegawai, Belanja Operasi dan Belanja Modal sesuai
Permendagri No. 77 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah.
Tabel 3.3.4
Tahun 2023 Capaian
. Sasaran Indikator Capai_an Tahun 2022
No. Tujuan Strategis Kinerja | Target | Realisasi Capaian Akhir Target
Renstra Akhir
Renstra (%)
Meningkatk | Meningkatny | Ketepata
an kualitas | a kualitas n waktu
1 tata tata kelola penyamp Tepat Tepat 100 100 100
keuangan keuangan aian waktu waktu
dan aset daerah LKPD
daerah

Capaian Indikator ini pada tahun 2022 tepat waktu dan capaian 100%, pada tahun
2023 dari target tepat waktu realisasai masih Nihil sehingga capaian belum tercapai
100% dikarena BPKAD masih melakukan penyusunan Laporan Keuangan.
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Tabel 3.3.5

Tahun 2023 Capaian
Sasaran Indikator Capaian | Tahun 2022
No. Tujuan Strategis Kinerja Target | Realisasi Capaian Akhir Target
9 ! 9 P Renstra Akhir
Renstra (%)
Meningkatk | Meningkatny | Persenta
an kualitas | a kualitas se OPD
tata tata kelola yang
1 keuangan keuangan menyusu 100 100 100 100 100
dan aset daerah n laporan
daerah keuanga
n sesuai
aturan
Capaian Indikator ini 100% dikarenakan laporan keuangan OPD telah
menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), berdasarkan PP No. 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Tabel 3.3.6
Tahun 2023 Capaian
. Capaian | Tahun 2022
No. | Tujuan Stateqis ll?glfeartgr Target | Realisasi | Capaian Akhir Target
g J arge ealisas apaia Renstra Akhir
Renstra (%)
Meningkatk | Meningkatny | Persenta
an kualitas | a se aset
| | tata penatausaha | yang 70 80 80 80 80
keuangan an barang dikelola
dan aset milik daerah | sesuai
daerah aturan

Capaian Indikator ini dari target 75% dan realisasi 80% sehingga capaian 105%,
karena rendahnya target dalam pengelolaan Aset BMD dalam pengelolaan Aset
masih terdapat penginputan manual dan masih terdapat penggunaan asset tidak
pada tempatnya. Masih ada pegawai yang mutasi membawa asset. Penatausahaan
aset sudah ada peningkatan dalam penyusunan penatausahaan BMD (Barang Milik
Daerah) OPD/SKPD telah menyampaikan Dokumen aset tepat waktu, pengelolaan
aset pada masing-masing OPD/SKPD sudah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan melakukan rekonsiliasi aset secara berkala.

Berdasarkan tabel diatas, sesuai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Kuantan Singingi dapat dapat diuraikan bahwa
indikator tahun 2022 telah mencapai 100 dengan target 100. Ini dikarena pelayanan

pengelolaan keuangan dan aset daerah sudah ada peningkatan
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3.14

A.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan
Analisa Keberhasilan/kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan

merumuskan permasalahan yang dihadapi dan bagaimana upaya yang dilakukan

untuk menyelesaikan permasahan dan hambatan tersebut. Beberapa permasalahan

yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi pada saat ini adalah :

1. Perubahan regulasi yang cepat dan dinamis

2. Sistem informasi pemerintah daerah belum optimal;

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pada layanan pengelolaan keuangan dan
asset daerah;

4. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.
5. Pemanfaatan dan pengamanan Aset Barang Milik Daerah belum optimal.

6. Adanya beberapa rekening belanja yang belum bisa untuk menggunakan pola transaksi non-
tunai.

. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi diatas Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Kuantan singingi melakukan

beberapa kebijakan antara lain:

1. Melakukan pendampingan kepada OPD dalam Pengintegriasian Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran,
penatausahaan aset danpertanggungjawaban;

2. Melakukan sosialisasi, konsolidasi, rekonsiliasi, sikronisasi dan bimbingan teknis untuk
memotivasi OPD dalam menyusun laporan keuangan supaya data valid, sesuai standar
akutansi pemerintah dan tepat waktu;

3. Melakukan Koordinasi dengan DPRD;

4. Melaksanakan pendampingan terhadap perencanaan barang daerah dalam bentuk
RKBMD, dan pendistribusian serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah:

5. Melakukan peningkatan penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah;

6. Meningkatkan kompetensi bagi pengurus barang OPD;
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3.1.5

C. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah ada beberapa hal yang mendukung keberhasilannya yaitu:

1. Ketersediaan Anggaran yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan

2. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

3. Adanya komitmen Bersama dalam mencapai Kinerja yang sesuai dengan

Perjanjian Kinerja yang telah di tanda tangani.

4. Penggunaan Anggaran yang efektif dan efisien.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja

No Sasaran Indikator Target Perjanjian Target Renstra
Strategis Kinerja Kinerja 2023 2023
1 Meningkatnya Ketetapan waktu | Tepat waktu Tepat waktu
kualitas tata | penetapan ABD
kelola keuangan
daerah
Penyelenggaraan 2 Hari 2 Hari
penatausahaan
sesuai aturan
(hari)
Ketepatan waktu Tepat waktu Tepat waktu
penyampaian
LKPD
Meningkatnya Persentase aset 75 75
penatausahaan yang dikelola
barang milik | sesuai aturan
daerah
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Program/Kegiatanyang menunjang pencapaian kinerja:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolan Barang Milik Daerah

Program/Kegiatan yang tidak menunjang pencapaian kinerja:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

N

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

a. REALISASI ANGGARAN
No Sasaran Indikator Kinerja Anggaran
Strategis Kinerja
Target | Realisasi K‘fﬁgf}':’;b Pagu Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6=5/4x100% 7 8 9=8/7x100%
1 | Meningkatnya | Ketetapan waktu | Tepat Tepat 100 1.364.702.200,00 1.139.671.082,00 83,51
kualitas tata | penetapan ABD Waktu Waktu
kelola
keuangan
daerah
Penyelenggaraan | 2 Hari 2 Hari 100 682.944.840,00, 605.301.782,00 88,63
penatausahaan
sesuai aturan
(hari)
Ketepatan waktu | Tepat Tepat 100 1.028.801.600,00, 966.374.194,00 93,93
penyampaian Waktu Waktu
LKPD
2 | Meningkatnya Persentase aset 75 75 100 777.885.730,000 687.750.880,00 88,41
penatausahaan | yang dikelola
barang milik | sesuai aturan
daerah
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Tabel 3.5 . Realisasi Keuangan Belanja per Desember 2023

Kode Rekening | PROGRAM/KEGIATAN PAGU KEUANGAN
(Rp.) %
1 2 4 12 13

5.2. Keuangan 285.485.083.749,00 | 282.660.304.865,000 99,01

5.02.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, 15.750.000,00 15.413.000,000 97,86
dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen 10.500.000,00 10.200.000.00 97,14
Perencanaan Perangkat Daerah

5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat 5.250.000,00 5.213.000,00 99,30
Daerah

5.02.01.2.02. Administrasi Keuangan 10.611.690.213,00 10.418.626.518,00f 98,18
Perangkat Daerah

5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 10.611.690.213,000  10.418.626.518,00 98,18
ASN

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian 431.430.430,00 374.811.171,000 86,88
Perangkat Daerah

5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta 75.000.000,00 72.499.874,00 96,97
Atribut Kelengkapannya

5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan 356.430.430,00 302.311.297,00 | 84,82
Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat 600.939.400,00 495.585.979,00, 82,47
Daerah

5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi 10.500.000,00 4.525.000,00 | 43,10
Listrik/Penerangan ~ Bangunan
Kantor

5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 131.620.000,00 125.707.200,00 | 95,51

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 77.769.600,00 61.265.300,00 | 78,78
Penggandaan

5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan 5.175.000,00 5.175.000,00 100
Peraturan Perundang-Undangan
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5.02.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

375.874.800,00

308.437.479,00

82,06

5.02.01.2.07.

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

10.440.600,00

10.411.800,00

99,72

5.02.01.2.07.10

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

10.440.600,00

10.411.800,00

99,72

5.02.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

846.244.390,00

810.510.000,00

95,78

5.02.01.2.08.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

34.935.000,00

34.595.000,00

99,03

5.02.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

811.309.390,00

775.915.000,00

95,64

5.02.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

428.907.100,00

418.215.500,00

97,51

5.02.01.2.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

40.450.000,00

40.447.500,00

99,99

5.02.01.2.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

246.220.000,00

246.210.000,00

100,00

5.02.01.2.09.09

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

62.897.100,00

59.814.000,00

95,10

5.02.01.2.09.10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

79.340.000,00

71.744.000,00

90,43

5.02.5.02.0.002.

PROGRAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

271.511.415.034,00

269.428.980.017,00

99,14

5.02.02.2.01.

Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah

1.364.702.200,00

1.139.671.082,00

83,51

5.02.02.2.01.01

Koordinasi dan Penyusunan KUA
dan PPAS

43.452.350,00

41.472.500,00

95,44
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5.02.02.2.01.02

Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan KUA dan Perubahan
PPAS

38.958.565,00

27.965.500,00

71,78

5.02.02.2.01.03

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi RKA-SKPD

0,00

0,00

0,00

5.02.02.2.01.04

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan RKA-SKPD

0,00

0,00

0,00

5.02.02.2.01.05

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi DPA-SKPD

20.660.450,00

19.684.000,00

95,27,

5.02.02.2.01.06

Koordinasi, Penyusunan dan
Verifikasi Perubahan DPA-SKPD

35.191.655,00

35.029.900,00

99,54

5.02.02.2.01.07

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD

624.692.125,00

572.755.000,00

91,69

5.02.02.2.01.08

Koordinasi dan Penyusunan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan
APBDtentang Penjabaran APBD

111.604.000,00

88.666.100,00

79,45

5.02.02.2.01.09

Koordinasi dan Penyusunan
Regulasi serta Kebijakan Bidang
Anggaran

202.751.220,00

170.829.939,00

84,26

5.02.02.2.01.10

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pendapatan

106.871.205,00

54.433.016,00

50,93

5.02.02.2.01.11

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Belanja Daerah

180.520.630,00

128.835.127,00

71,37

5.02.02.2.01.12

Koordinasi Perencanaan
Anggaran Pembiayaan

0,00

0,00

0,00

5.02.02.2.02

Koordinasi dan Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah

682.944.840,00

605.301.782,00

88,63

5.02.02.2.02.01

Koordinasi dan Pengelolaan Kas
Daerah

48.277.800,00

41.920.400,00

86,83

5.02.02.2.02.03

Penyiapan, Pelaksanaan
Pengendalian dan Penerbitan
Anggaran Kas dan SPD

58.617.500,00

45.416.500,00

77,48
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5.02.02.2.02.05

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

31.945.095,00

24.381.100,00

76,32

5.02.02.2.02.07

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah,
Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

24.525.500,00

13.999.800,00

57,08

5.02.02.2.02.09

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta
Pemungutan dan Pemotongan
Atas SP2D dengan Instansi
Terkait

45.974.355,00

45.911.432,00

99,86

5.02.02.2.02.10

Penyusunan Petunjuk Teknis
Administrasi Keuangan yang
Berkaitan dengan Penerimaan
dan

Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan

302.295.200,00

277.340.692,00

91,74

5.02.02.2.02.11

Pembinaan Penatausahaan
Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota

171.309.390,00

156.331.858,00

91,26

5.02.02.2.03

Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah

1.028.801.600,00

966.374.194,00

93,93

5.02.02.2.03.03

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Bulanan,
Triwulanan dan Semesteran

160.937.600,00

154.045.014,00

95,72

5.02.02.2.03.04

Konsolidasi Laporan Keuangan
SKPD, BLUD dan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah

541.728.000,00

506.064.640,00

93,42
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5.02.02.2.03.0.05

Koordinasi dan Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota

121.396.000,00

108.605.300,00

89,46

5.02.02.2.03.0.11

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten/Kota

204.740.000,00

197.659.240,00

96,54

5.02.02.2.04.

Penunjang Urusan Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

267.925.775.246,00

265.999.899.019,00

99,28

5.02.02.2.04.08

Analisis Perencanaan dan
Penyaluran Bantuan Keuangan

264.550.456.774,00

264.240.215.087,00

99,88

5.02.02.2.04.09

Pengelolaan Dana Darurat dan
Mendesak

3.375.318.472,00

1.759.683.932,00

52,13

5.02.02.2.05

5.02.02.2.05.02

5.02.02.2.05.03

5.02.03.2.01

Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup
Keuangan Daerah

Implementasi dan Pemeliharaan
Sistem Informasi Pemerinatah
Daerah Bidang Keuangan Daerah

Pembinaan Slstem Infromasi
Pemerintah Daerah Bidang
Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah

759.572.000,00

717.733.940,00

94,49

450.000.000,00

443.210.000,00

98,49

309.572.000,00

274.523.940,00

88,68

777.885.730,00

687.750.880,00

88,41

5.02.03.2.01.01

Penyusunan Standar Harga

36.625.200,00

30.957.200,00

84,52

5.02.03.2.01.02

Penyusunan Standar Barang Milik
Daerah dan Standar Kebutuhan
Barang Milik Daerah

74.012.490,00

65.032.600,00

87,87

5.02.03.2.01.03

Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah

49.405.200,00

48.001.000,00

97,16

5.02.03.2.01.05

Penatausahaan Barang Milik
Daerah

191.501.200,00

173.641.780,00

90,67
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5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 44.063.500,00 33.669.100,000 76,41
5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 50.477.240,00 40.172.740,000 79,59
5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian 84.946.740,00 71.500.400,000 84,17
Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, 70.032.900,00 59.950.900,000 85,60
Pemanfaatan,
Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan
Barang Milik Daerah
5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka 93.655.800,00 86.609.800,000 92,48
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah
5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang 83.165.460,00 78.215.360,000 94,05
Milik Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota
JUMLAH 285.234.702.897,000 282.660.304.865,000 99,10
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11.

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban

kinerja atas pelaksanaan APBD kabupaten Kuantan Singingi dan wujud keberhasilan atau

kegagalan pencapaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi. Secara umum dapat disimpulkan hasil pencapaian kinerja tahun 2023 adalah

sebagai berikut:

1.

Ketepatan waktu penetapan APBD

Realisasi kinerja penetapan APBD dari target yang ditetapkan yaitu tepat waktu tidak
tercapai. Namun untuk penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) sudah terlaksana
100% disebabkan penyusunan RKA sudah melalui aplikasi SIPD, ini sesuai dengan PP
12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 berada pada peringkat sangat
tinggi.

Penyelenggaran penatausahan sesuai aturan (hari)

Realisasi kinerja Penyelenggaraan penatausahaan sesuai aturan 100 dari target yang
ditetapkan yaitu 2 (dua) hari tepat waktu dan capaian 100 ini sesuai dengan PP 12 Tahun
2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, berada pada peringkat sangat tinggi.
Ketepatan waktu penyampaian LKPD

Realisasi kinerja Ketepatan waktu penyampaian LKPD tepat waktu pada tahun 2022,
namun untuk tahun 2023 penyampaian LKPD belum terlaksana karena penyusunan dari
target yang ditetapkan tepat waktu dan capaian 100 ini sesuai dengan PP 12 Tahun 2019
dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, berada pada peringkat sangat tinggi.

. Persentase aset yang dikelola sesuai aturan

Realisasi kinerja persentase aset dikelola sesuai aturan 80 dari target yang ditetapkan 70
dan capaian ini menggambarkan bahwa penatausahaan aset sudah ada peningkatan,

berada pada peringkat tinggi.
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Secara umum dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai bahan

pertimbangan untuk masa selanjutnya, sebagai berikut:

1. Perbaikan perencanaan pembangunan lima tahunan sebagai landasan pembangunan
yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja setiap tahunnya secara
lebih akurat dan cermat. Sehingga rencana kinerja yang disepakati secara Bersama-
sama dengan stakeholders, dapat diwujudkan dan iukur kinerjanya secara lebih akurat
dengan hasil yang optimal.

2. Meningkatkan pelayanan dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi,
akuntabel, partisipasif, efektif dan efesien agar tercapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan

1.2. Langkah Strategis
Untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi untuk masa yang akan datang dilakukan langkah-langkah
strategis adalah sebagai berikut:

Meningkatkan pelayanan di bidang keuangan

Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana

Melakukan koordinasi dengan pusat, provinsi daerah dan Instansi serta OPD
yang terkait dalam pengelolaan keuangan.

hPLON =

Teluk Kuantan, Februari 2024
ADAN PENGELOLAAN

NIP.197003052000031005

57






